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INTI SARI 

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung pengertian 
pembangunan mengarah ke desentralisasi yang n ata dengan pemberdayaan daerah 
dalam pembangunan wilayah daerah masing-masing. Dengan perkataan lain, 
Daerah Otonom memisahkan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan tugas masing-masing. Hal ini mem.mjukk:an bahwa DPRD dalam 
konteks Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 cliberda akan sedemikian rupa 
melalui pemberian tugas, hak dan wewenang yang cukup luas sehingga benar-benar 
dapat melakukan fungsinya serta sungguh-sungguh berperan sebagai penyalur 
aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan demokrasi. Oleh karena itu 
sangat menarik dilakukan penelitian terhadap Kinerja Lembaga .Legisla:tif 

Tesis ini berjudul Kinerja Lembaga Legislatif 1udi Tentang Kinerja 
DPRD Kabupaten Deli Serdang ). Tujuan dari penelitian :init adalah IDlmk mengetahui 
dan mendeskripsikan Kinerja DPRD serta .mg mempe:ngaruhi Kinerja 
DPRD Kabupaten Deli Serdang Periode 1999-2004. ang di:gunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil 
pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Deli Serdang. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari Sekretariat DPRD dan Sekretariat 
Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Unit analisis dalam penelitian ini 
adalah DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga organisasi. Adapun 
variabel dalam penelitian ini adalah Kelembagaan (Organisasi), Sumber Daya 
Manusia, dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi 
variabel dependen adalah Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis 
yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Serdang 
Periode 1999-2004 masih rendah. Hal ini dapat dilihat da:ri indikator Akuntabilitas, 
Responsivitas dan. Efektifitas. Rendahnya Kinerja DPRD· Kabupaten Deli Serdang ini 
dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya 
Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta fakto:r ffiformasi yaitu sumber 
informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, 
serta intensitas menyerap aspirasi masyarakat alil\g dimiliki oleh DPRD 
Kabupaten Deli Serdan.g. Penelitian ini juga menunprikkan bahwa temyata faktor 
anggaran dan :aan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD 
Kabupaten Deli Serdang. 

Dalam peran serta pemberdayaan DPRD untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdan:g dimasa yang akan datang, 
perlu diadakan pengenahm dan orientasi melalm pelatihan I kursus terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat 
daerah serta melalui pengernbangan kualitas terhadap sistem pers aratan anggota 
legislatif melalui partai poli:tik. 
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ABSTRACT 

Implementation of Law No 22/1999 means that the development goes to real 
decentralization by local empowerment in de elopment of each region. In other word, 
in an autonomous area there is a separation bet:.veen local legislative and local 
administration in doing each duties. It that local le;gi.slati e, in context of Law No 
22/1999, is empowered by giving wide tasks, rights and authorities, so it can really do 
function and play role as channel of people aspiration in order to develop democracy. 
Therefore, it is very interesting to study performance of j gislat:ive institution. 

This thesis has a title of Performance of Legislati hlstitution (a study on 
performance of Deli Serdang regency legislative). The obj e of this study is to 
comprehend and to describe performance of the locall egj e and factors 
influencing performance of Deli Serdang regency in period of l 999 to 
2004. The data used in this study was primary and secondar} ta. Th primary data 
was processed from result of observation and members of local 
legislative and parties relating to implementation of marin and functions of 
local legislative of Deli Serdang regency. Meanwhile secon data obtained 
from secretariat of local legislative and secretaria:t of local admmistration of Deli 
Serdang regency. Analytical unit in this study was Deli regency legislative 
as an organizational institution. Variables in this stud ere institution (organization), 
human resource, and information as independent ariables. Beside, the dependent 
variable was performance of Deli Serdang legislative. Analytical method used was 
descriptive qualitative method. 

The result indicates that performance of Deli Serdang legislative in period of 
1999 to 2004 is still low. It can be viewed from indicators of accountability, 
responsively and a:ffectivity. The low performance of Deli erdang legislative is 
influenced by institutional factors - equipment and tme· human resource 
factors - education and experience; and information fa - Jin10.tion source used 
openness of receiving and giving information, and of absorbing people 
aspiration owned by Deli Serdang legislative. This also indicates that high 
budget and financing did not influence performance of De legislative. 

In empowering local legislative to improve nnance of Deli Serdang 
legislative for the future, it is necessary to carry ol!If introduction and orientation 
through training or course on implementation of main and functions of local 
legislative as a representative institution of local poo,p e and through increasing 
quality of requirement of legislative members from po1litimll parties. 

Deli Serdang regency legislative). legislative). obj 
and to describe performance of the locall egj e e 

performance of Deli Serdang regency in period period 
data used in this study was primary and and secondar} ta. Th Th 

processed from result of observation and members members 
and parties relating to implementation implementation of marin and and 

legislative of Deli Serdang regency. Meanwhile secon secon data 
secretariat of local legislative and secretaria:t of local admmistration 

regency. Analytical unit in this study was Deli regency 
organizational institution. Variables in this stud stud ere institution (organization), 

resource, and information as independent ariables. ariables. Beside, the 
performance of Deli Serdang legislative. Analytical method 

descriptive qualitative method. 
result indicates that performance of Deli Serdang legislative 

2004 is still low. It can be viewed from indicators of accountability, 
and a:ffectivity. a:ffectivity. a:ff The low performance of Deli erdang erdang 

by institutional factors - equipment and tme· tme· human 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHUL AN 

Pelaksanaan pembangunan Pasca Sidang fPR pada bulan Oktober 

1999 mempunyai warna yang cukup berbeda diibaJ.i!.di:ngkan dengan pembangunan 

yang telah berlangsung selama ini. 

Nuansa era globalisasi tampak menjiwai se-ilap ikido .. akan ang dikeluarkan 

pemerintah, untuk menampung aspirasi yang jan:h ang d.it!€}gah-tengah 

masyarakat. Menumpuknya permasalahan pemha:ngunan diberoagai sektor 

merupakan tugas pertama bagi pemerintahan yang barn teribentuk melalui sidang 

umum, untuk menuntaskan dan mencarikan altematif pen ele-Saiaannya. 

Bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pofa pembangunan yang belaku 

selama pemerintahan Orde Baru, direspon oleh P'emerintaha:n transisi dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 199·9 toorang P1emerintahan Daerah 

menggantikan Undang-Undang yang telah lama men,giaatkan dominasi pemerintah 

dibandingkan Pemerintaha Daerah, sehingga pemberian. tonomi kepada daerah tidak 

dirasakan secara nyata. 

Diskusi tentang otonomi yang marak pemberima:m:iiya di media massa, telah 

menjadi semacam tuntutan yang cukup vokal datang dari berbagai daetah. Banyak 

dikalangan masyarakat menyorot atau mempertahallkan tentang peran fungsi atau 

k:inerja DPRD, apakah dapat menampung dan menyalurkan aspira:si masyarakat 

am Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah sebagai wakil rakyat atau yang 

berlangsung 

Nuansa era globalisasi tampak menjiwai se-ilap ikido ikido .. akan akan ang 

untuk menampung aspirasi yang jan:h ang ang d.it!€}gah-tengah 

Menumpuknya permasalahan pemha:ngunan diberoagai 

tugas pertama bagi pemerintahan yang barn teribentuk melalui 

menuntaskan dan mencarikan altematif pen pen ele-Saiaannya. 

Bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pofa pembangunan 

pemerintahan Orde Baru, direspon oleh P'emerintaha:n transisi 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 199·9 toorang P1emerintahan 

menggantikan Undang-Undang yang telah lama men,giaatkan dominasi 

dibandingkan Pemerintaha Daerah, sehingga pemberian. tonomi tonomi kepada 
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berkonotasi negatif hanya sebagai symbo� I stempel saja. Bentuk: otonomi yang 

disuarakan tersebut menginginkan subtansi lebih riil, mengandung makna 

pemberdayaan daerah yang sebenarnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. 

Sisi kelemahan di masa Orde Baru dapat juga dffilih:at dari besarnya kekuasaan 

pemerintah (eksekutij) dibandingkan lembaga an at Sebagai 

negara demokrasi masing-masing lembaga, yaitu Ieghlafil da:n yudikatif 

seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa inten ,em1 arrtar lembaga 

tersebut. Selama Orde baru dapat dikatakan kuatn a do ,c_as:'. e-ksekutif terhadap 

legislatif dan yudikatif sehingga terdapat kerancuan dalam proses pembangunan 

negara. Istilah kekuasaan otoriter berselubungkan demokrasi dapat diungkapkan 

melihat fenomena negara Republik Indonesia selama 3 2 tahun di bawah 

pemerintahan Orde baru. 

Dari kondisi ini dapat ditarik beberapa persoaia:n ang dapat didentifikasi 

sebagai bentuk: kurang berfungsi lembaga DPRD, dalam me:ndukung demokrasi di 

daerah baik dalam proses pembentuk:an maupun a ang dihasilkan sebagai 

berikut: 

1. Penyalahgunaan jabatan sebagai lembaga DPRD dalam pelaksanaan tu.gas 

Pemerintah Daerah sehingga menjadikan tidak optimfilnya fungsi kontrol 1embaga 

DPRD terhadap kinerjanya. Disisi lain juga mengakibatkau kerancuan 

pemahaman terhadap keduduk:an DPRD sebagai tembaga DPRD ang berfungsi 

sebagai tempat penyaluran aspirasi masyarakat di daerah. 

(eksekutij) dibandingkan lembaga 

demokrasi masing-masing lembaga, yaitu Ieghlafil 

seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa inten inten ,em1 ,em1 

Selama Orde baru dapat dikatakan kuatn kuatn a a do do ,c_as:'. ,c_as:'. e-ksekutif 

dan yudikatif sehingga terdapat kerancuan dalam proses 

Istilah kekuasaan otoriter berselubungkan demokrasi dapat 

fenomena negara Republik Indonesia selama 3 2 tahun 

pemerintahan Orde baru. 

kondisi ini dapat ditarik beberapa persoaia:n ang dapat 

bentuk: kurang berfungsi lembaga DPRD, dalam me:ndukung 

dalam proses pembentuk:an maupun a ang dihasilkan 
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